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MOTTO

“Barangsiapa diantara perempuan yang bersuami dua maka dia
adalah untuk suaminya yang pertama diantara keduanya”.
(H.R Imam Akhmad)

H. Sulaiman Rasyid. 1954. Figh Islam. Penerbit Attahiriyah: Jakarta
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RINGKASAN

Perkawinan adalah bentuk ibadah yang merupakan penghambaan
kepada Allah SWT, karena itu perkawinan termasuk perbuatan sakral dan suci
disamping mempunyai fungsi untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang
dapat merusak kelestarian norma agama dan sosial kemasyarakatan yang
senantiasa dijunjung tinggi oleh masyarakat kita.

Selain itu perkawinan dapat dilangsungkan apabila memenuhi syarat-
syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan agama dan perundangan yang
berlaku. Syarat yang dimaksud diatur dalam pasal 6 hingga pasal 12 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan tersebut juga harus memeperhatikan
larangan-larangan dalam perkawinan.

Larangan tersebut di atur dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 24 yang
menyebutkan bahwa dilarang untuk menikahi wanita yang bersuami. Di dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 9 juga menyebutkan bahwa seorang
yang masih terikat tali perkawinan tidak dapat kawin lagi. Di sini jelas bahwa
seorang perempuan dilarang melakukan poliandri ataupun sebaliknya yaitu
poligami terhadap wanita yang bersuami.

Berdasar uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas
permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul : PEMBAHASAN HUKUM
TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN
POLIANDRI (Studi Putusan Nomor: 619/Pdt.G/2005/PA.Jr). Dalam skripsi
ini ada beberapa permasalahan yang diangkat yaitu apakah akibat hukum terhadap
pembatalan perkawinan dengan alasan poliandri dan bagaimana dasar
pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara Nomor:
619/Pdt.G/2005/PA.Jr tentang pembatalan perkawinan dengan alasan poliandri.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui akibat hukum
terhadap pembatalan perkawinan dengan alasan poliandri dan untuk mengetahui
dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara

tersebut.
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Metode penulisan yang digunakan adalah Yuridis Normatif, sumber
bahan hukum primer berupa peraturan dasar serta peraturan perundang-undangan
berdasar permasalahan yang ada, sumber bahan hukum sekunder berupa literatur
dan wawancara serta sumber bahan hukum tersier berupa kamus. Analisa bahan
hukum menggunakan metode Diskriptif Kualitatif.

Kesimpulan yang diambil adalah bahwa suatu perkawinan yang
dinyatakan batal demi hukum adalah tidak mempunyai akibat hukum,
perkecualian terhadap hal itu adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan
tersebut, suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap harta
bersama serta orang-orang ketiga lainnya. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan
Agama Jember dalam memutus perkara tersebut adalah bahwa para pihak yang
melangsungkan perkawinan telah melanggar ketentuan hukum agama dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran yang dapat penulis berikan adalah, bagi para pihak yang akan
melangsungkan perkawinan harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan
perkawinan itu terutama syarat-syaratnya yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta hukum agamanya, agar di kemudian hari
tidak terjadi pembatalan perkawinan oleh Pengadilan karena salah satu pihak tidak

memenuhi syarat-syarat perkawinan tersebut,
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1.1. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda dan
membuatnya mempunyai kecenderungan untuk saling tertarik serta menaruh cinta
kasth pada jemis kelamin yang lainnya Adanya dorongan kodrati tersebut
mengkonstruksikan budaya manusia membentuk suatu tatanan rumah tangga
dengan harapan dapat mewujudkan kehidupan tentram, damai, bahagia dan
sejahtera.

Merupakan kodrat pria dan wanita untuk saling membutuhkan antara
satu dengan yang lainnya Masing-masing pihak ingin bersama-sama saling
melengkapi kelebihan dan kekurangan serta mengungkapkan dan menumpahkan
beban batin yang mengganggu ketenangan jiwanya serta bersama-sama untuk
merasakan suka dan duka, berat ringannya kehidupan.

Jalan untuk merealisasikan keadaan diatas adalah perkawinan.
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974). Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum
Perbuatan hukum disini adalah suatu kehidupan yang menimbulkan akibat-akibat
hukum yang sangat penting di dalam kehidupan yang bersangkutan dengan
masyarakat.

Suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-
syarat dan rukunnya berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing
sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (])“ Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan, selanjutnya dicatatkan sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 2 ayat (2).

Keabsahan suatu perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya
merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan erat dengan akibat-akibat
yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut, baik yang menyangkut keturunan
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maupun harta benda. Bila perkawinan dinyatakan sah, maka baik keturunan
maupun harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut kedudukan
hukumnya menjadi tegas dan jelas.

Suatu perkawinan yang telah terjadi atau telah berlangsung akan tetapi
dikemudian hari diketahui para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan (pasal 22
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Syarat-syarat yang dimaksud adalah
seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974. Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kata
“dapat” pasal 22 tersebut diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana
menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.
Maksudnya adalah bahwa untuk menyatakan apakah suatu perkawinan tersebut
dapat dibatalkan atau tidak maka masih harus diteliti dan diperiksa oleh
pengadilan dan dalam proses tersebut harus ada pembuktian.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 9 disebutkan bahwa
Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin
lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-
undang ini. Hal ini juga dipertegas dalam Al Quran Surat An-Nisa Ayat 24 yang
menyebutkan Janganlah kamu kawini seorang wanita yang sedang bersuami.
Apabila terjadi demikian maka dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang
baru (Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Pembatalan perkawinan
berdasar alasan tersebut diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana
perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal ke dua suami istri, suami atau istri
(pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Dibatalkannya perkawinan
tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum, baik terhadap status sah atau
tidaknya anak serta keraguan terhadap status perkawinan yang pernah
dilaksanakan.

Salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan adalah pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum
diputuskan atau pejabat yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan

perkawinan menurut Undang-undang. Hal ini sebagaimana tersebut dalam pasal



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.
Dalam hal ini yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang untuk mengajukan
permohonan pembatalan perkawinan menurut ke dua pasal tersebut misalnya
adalah Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas
persoalan tersebut dalam judul “PEMBAHASAN HUKUM TENTANG
PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN POLIANDRI (Studi
Putusan Nomor: 619/ Pdt.G/ 2005/ PA.Jr)”.

1.2. Ruang Lingkup Masalah

Penulisan skripsi ini agar tidak menyimpang dari pembahasan, maka
penulis memberikan batasan masalah yaitu pembatalan perkawinan yang
disebabkan karena salah satu pihak masih terikat perkawinan yang sah dengan
pihak lain, berdasarkan UU No.l Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi
Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Agama (Islam).

1.3. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat
dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. apakah akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan dengan alasan
poliandri ?
2. bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam
memutus perkara Nomor 619/Pdt.G/2005/PA.Jr tentang pembatalan

perkawinan dengan alasan poliandri ?

1.4. Tujuan Penulisan
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini memiliki dua

tujuan, yaitu :
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1.4.1. Tujuan secara umum
1. Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian tugas dan salah satu syarat
yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas
Hukum Universitas Jember
2. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pembangunan di bidang

hukum perkawinan

1.4.2. Tujuan secara khusus
Sesuai dengan permasalahan, tujuan khusus ini meliputi :
1. untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan
dengan alasan poliandri
2. untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama
Jember dalam memutus perkara Nomor 619/Pdt.G/2005/ PA.Jr

tentang pembatalan perkawinan dengan alasan poliandri

1.5. Metodologi

Dalam penulisan karya ilmiah, harus mengandung kebenaran serta dapat
dipertanggung jawabkan. Penggunaan metode penelitian yang baik dimaksudkan
agar dapat memberikan manfaat bagi orang lain yang membacanya. Untuk
memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab dan menganalisa
permasalahan dalam penyusunan skripsi ini.
1.5.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode Yuridis Normatif. Metode yuridis normatif adalah suatu pendekatan
masalah  berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan,
yurisprudensi dan teori hukum (doktrin hukum) yang dikemukakan oleh para
Sarjana Hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil-hasil kajian dengan
menggunakan metode yuridis normatif menjadi landasan berpikir untuk

menganalisa pokok permasalahan yang muncul.
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1.5.2. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang dipergﬁnakan dalam penulisan skripsi ini
yaitu:
1.5.2.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang
terdiri dari peraturan dasar serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan bidang yang akan dikaji berdasarkan permasalahan yang ada.
1.5.2.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, literature,
wawancara, buku-buku majalah, artikel dan data-data penunjang lainnya yang
mendukung pembahasan terhadap masalah yang disusun dalam skripsi ini.
1.5.2.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan  hukum  tersier adalah  bahan-bahan  hukum  yang
memberikanpetunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, internet dan lain-lain ( Soerjono
Soekanto dan Sri Mamudji, 1985: 14 )

1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Untuk pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara :
a. Wawancara

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan untuk memperoleh bahan
hukum primer yaitu dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada
pihak yang berkompeten vyaitu Hakim Pengadilan Agama Jember dan
berhubungan dengan permasalahan yang ada, yang bertujuan untuk mendukung
pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini sehingga nantinya benar-

benar mewakili pokok permasalahan yang akan dibahas.
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b. studi kepustakaan
Merupakan metode untuk memeperoleh bahan hukum sekunder yang
berupa peraturan perundangan yang berlaku serta buku-buku literatur yang

berkaitan dengan permasalahan.

1.54  Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu cara untuk memperoleh gambaran
singkat permasalahan secara jelas tanpa menggunakan angka-angka (non
statistik), melainkan dengan cara menguraikan fakta dan data yang digambarkan
sedemikian rupa untuk dianalisis sehingga tercapainya kejelasan masalah yang
akan dibahas ( Hadikusuma, 1995: 99 )
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FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

Perkawinan yang telah dijalankan oleh sepasang suami istri apabila tidak
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dapat dibatalkan. Hal
ini diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya
pada pasal 22 sampai dengan pasal 28.

Adanya kasus-kasus pembatalan perkawinan yang diajukan ke
Pengadilan Agama Jember, menunjukkan bahwasannya perkawinan yang sudah
berlangsung itu dapat dibatalkan. Seperti halnya yang terjadi pada Pengadilan
Agama Jember yang salah satu kasusnya adalah kasus pembatalan perkawinan
yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe,
selanjutnya disebut PEMOHON, melawan MISBAHUL MUNIR BIN
ABDULLA, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Desa Sumber pakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember disebut
TERMOHON I dan ULFA HASANAH BINTI BURAWI, umur 19 tahun, agama
Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sumber pakem Kecamatan
Sumberjambe Kabupaten Jember disebut TERMOHON II.

Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 8 Maret 2005 yang
didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 8
Maret 2005 di bawah register Nomor: 619/Pdt.G/ PA. Jr yang menerangkan
sebagai berikut :

— Bahwa pada tanggal 23 Juli 2004, Termohon I dan Termohon II
melangsungakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember
(Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/ 32/ VII/ 2004 tanggal 23 Juli 204

— Bahwa setelah pernikahan tersebut Termohon I dan Termohon II bertempat
tinggal bersama di rumah orang tua Termohon II. Selama pernikahan
tersebut Termohon I dan Termohon II telah hidup rukun sebagaiman

layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.

P T ———
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— Bahwa kemudian di tengah rumah tangga bersama Termohon 1 dan
Termohon II telah mendapat surat panggilan dari Polres Jember yang mana
ternyata Termohon II masih menjadi istri sah dari seorang laki-laki
bernama BAYHAQI dari Desa Suberjambe sesuai dengan Duplikat Akta
Nikah Nomor: 13.09/ Pw.09/ 14/ 2005 tanggal 8 Maret 2005

— Bahwa oleh karena itu pernikahan antara Termohon I dan Termohon II
telah melanggar Ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974, karena Termohon II masih terikat istri sah terhadap seorang laki-laki
bernama BAYHAQI.

— Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

—~ Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara
ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan pemohon

2. menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon I dengén
Termohon II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sumberjambe Kabupaten Jember pada tanggal 23 Juli 2004

3. menyatakan Kutipan Akta Nikah nomor: 222/ 32/ VII/ 2004 tidak
berkekuatan hukum

4. membebankan biaya perkara kepada Pemohon

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menemukan fakta di
persidangan yang pada pokoknya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II
yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor 222/ 32/ VII/ 2004 tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan
perkawinan menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 9
dan Kompilasi Hukum Islam pasal 40 huruf (a). oleh karena itu perkawinan
Termohon 1 dan Termohon II tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan

permohonan pembatalan perkawinan oleh Pemohon dapat dibenarkan dan dapat
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diterima untuk dipertimbangkan karena sesuai dengan ketentuan pasal 23 huruf
(c) dan l;asal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan demikian
dinyatakan batal perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tersebut. Karena
perkawinan antara Termohon I dan Termohon 1i tersebut dinyatakan batal, maka
Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/32/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe harus dinyatakan tidak berkekuatan
hukum.

2.2. Dasar Hukum
Pembatalan perkawinan merupakan salah satu bagian dari berbagai
permasalahan yang ada hubungannya dengan perkawinan. Sehingga untuk
mengetahui permasalahan tentang pembatalan perkawinan, maka penulis mengacu
dan berpedoman pada dasar hukum yang digunakan yaiw:
1. Terjemahan Al Qur’an
Dasar hukum yang menjadi sandaran dalam pembatalan perkawinan
poliandri adalah Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa’ ayat 24:
“Dan ( diharamkan juga kamu mengawini ) wanita yang bersuami, kecuali
budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai

ketetapan Nya atas kamu”.

2. Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974

a. Pasal 9
“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat
kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4
undang- undang 1"

b. Pasal 22
“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi svarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

c. Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:
a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri
b. suami atau istri
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c. pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan

d. pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang- undang ini dan
setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap
perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus

d. Pasal 24

“ Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari
ke dua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan
pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3
ayat (2) dan pasal 4 undang- undang ini”.

e. Pasal 28

1. batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan
mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya
perkawinan

2. keputusan tidak berlaku surut terhadap:

a. anak-anak yang dilahirkan dan perkawinan tersebut

b. suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta
bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan
lain yang lebih dahulu

c. orang-orang ke tiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang
mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan
tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
a. Pasal 37

“Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh Pengadilan”™
b. Pasal 38 ayat (1)

1. Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yvang
berhak mengajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami istri,
suami atau istri

4.. Kompilasi Hukum Islam
a. Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang

wanita karena keadaan tertentu:

a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria
lain

b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain

c. seorang wanita yang tidak beragama Islam
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b. Pasal 70
Perkawinan batal apabila :
a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah

karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari
keempat istrinya itu dalam iddah talak raj’i.

b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili’annya.

C.

€.

Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak
olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain
yang kemudian bercerai lagi dengan ba’da al dukhul dari pria tersebut dan
telah habis masa iddahnya.

. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah

semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi

perkawinan menurut psal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas

2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang
dengan saudara neneknya.

3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau
ayah tiri.

4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara
sesusuan dan bibi atau paman sesusuan

Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau

istri-istrinya.

c. Pasal 71
“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

a.
b.

C.

d.
e.

f.

seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri
pria lain yang mafqud.

Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan
dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali
yang tidak berhak.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

d. Pasal 73
Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

a.

b.

C.

para keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri
suami atau istri

pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut
undang-undang
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d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam
rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan
perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67

e. Pasal 75
Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:
a. perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad
b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
c. pihak ke tiga sepanjang mercka memperoleh hak-hak dengan beritikad
baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan
hukum yang tetap

f. Pasal 76
“ Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan antara anak

dan orang tuanya.”
2.3. Landasan Teori
2.3.1. Pengertian Dan Tujuan Perkawinan

Untuk mengetahui arti perkawinan penulis akan mengutip beberapa
pengertian perkawinan diantaranya :

Perkawinan biasanya identik dengan akad nikah. Sedang akad nikah
berasal dari kata-kata Agdu al Nikah dalam Al-Qur’an Surat Al-Bagarah ayat 232,
235, 237 yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut dengan akad nikah. Nikah
artinya perkawinan sedangkan akad nikah artinya perjanjian.

Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam
perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga
bahagia dan kekal (abadi). Perjanjian suci disini berarti perjanjian yang
mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prof. Dr. Hazairin, S.H. mengatakan inti perkawinan adalah hubungan
seksual. Menurut beliau tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada
hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual
antara suami istri, maka tidak perlu ada masa iddah untuk menikahi lagi bekas
istri dengan laki-laki lain (Ramulyo, 1996: 2).

Sedangkan menurut Imam Syafi’i, pengertian nikah adalah suatu akad
yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita,
sedangkan menurut arti majazi (methaphoric) nikah artinya hubungan seksual.
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Perkawinan dilihat dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1
ialah suatu ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai
negara berdasarkan Pancasila dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang
Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan
agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir
atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang
penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan turunan,
yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan.

Menurut Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga berarti
aqad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita,
sedangkan menurut arti lain ialah besetubuh (syafi’i).

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam buku I
Bab II pasal 2 yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaagon gholidhan untuk
menaati perintah Allah dan melaksanakannnya merupakan ibadah dan perkawinan
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah.

Jadi prinsipnya pergaulan antara suami istri itu hendaklah :

1. Pergaulan yang makruf (pergaulan yang baik) yaitu dengan menjaga rahasia
masing-masing.

2. Pergaulan yang sakinah (pergaulan yang aman dan tenteram)

3. Pergaulan yang mengalami rasa mawaddah (saling mencintai terutama di masa
muda atau remaja)

4. Pergaulan yang disertai rahmah (rasa santun-menyantuni terutama setelah
masa tua).

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa
perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang lelaki
dengan seorang perempuan. Perkawinan yang tidak hanya dilihat sebagai

hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan batin.
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Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa perkawinan di dalam Islam
mempunyai manfaat dan kepentingan-kepentingan umum atau sosial interest.
Manfaat dan kepentingan tersebutlah yang menjadikan orang-orang melakukan
perkawinan. Dengan kata lain manfaat dan kepentingan itu menjadi tujuan dari
perkawinan. Ulwan (1995: 5) menyatakan perkawinan memiliki tujuan:

1. Melangsungkan Keturunan
Dengan perkawinan akan mendapat keturunan yang kelak akan
meneruskan kelangsungan dinasti keluarga. Dalam tujuan perkawinan ini
terdapat hikmah sosial dan kemaslahatan atau manfaat bagi kemanusiaan
seperti yang dijelaskan dalam Al Qur’an Surah An Nahl ayat 72 yang artinya
“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan
bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu” (Depag, 1992: 412)
2. Memperoleh keturunan yang sah dan terhormat
Dalam perkawinan maka anak-anak akan merasa bangga dengan bapak-
bapaknya sebagai orang tua yang menurunkan mereka. Tidak dapat diragukan
lagi bahwa di dalam keturunan ini terdapat penghargaan diri, kestabilan jiwa
dan penghormatan pada kemanusiaan mereka.
3. Memelihara Masyarakat dari Kejahatan dan Kerusakan
Dengan perkawinan masyarakat akan selamat dari kemerosotan moral,
disamping akan merasa aman dari berbagai keretakan sosial. Bagi mereka yang
memiliki kesadaran dan pemahaman, akan tampak jelas bahwa jika
kecenderungan naluri terhadap lain jenis itu disalurkan dengan hubungan yang
halal, maka secara individu maupun kelompok menikmati perilaku yang baik.
4, Melindungi Masyarakat dari Penyakit
Perkawinan dalam masyarakat akan menyelamatkan dari penyakit yang
berbahaya dan dapat membunuh di kalangan anggota masyarakat akibat
perzinahan dan tersebarnya perbuatan keji serta hubungan seksual bebas secara
haram
5. Menumbuhkan Ketentraman Jiwa
Dalam perkawinan seorang pria dan seorang wanita saling

membutuhkan dan masing-masing mengharapkan ketenangan .ketentraman,
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kasih sayang dan kemantapan dari yang lain. Betapa erat hubungan diantara
mereka itu, dengan indah digambarkan di dalam Al Qur’an Surat 4/ Bagarah
ayat 187 yaitu “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun pakaian bagi
mereka”.
6. Membentuk Rumah Tangga

Rumah Tangga adalah basis pertama dari masyarakat, yang di bangun
atas dasar kecintaan dan kasih sayang tanpa adanya paksaan sedikitpun. Suami
istri akan saling membantu dalam membina keluarga dan memikul tanggung
jawab. Menumbuhkan kesanggupan berusaha mencari rejeki penghidupan yang
halal, dan menimbulkan perasaan kebapakan dan keibuan di dalam jiwa ke dua

orang tua.

2.3.2. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan

Pengertian kata sah artinya, menurut hukum yang berlaku. Kalau
perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah di
tentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak sesuai menurut aturan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundang-
undangan, kalau tidak sesuai menurut aturan hukum agama berarti tidak sah
menurut hukum agama (Prins: 1982: 31).
2.3.2.1. Menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang di
laksanakan dengan ijab qabul dalam bentuk akad nikah. Jjab adalah ucapan
menikahkan dari wali calon istri, gabul adalah kata penerimaan dari calon suami.
Ucapan ijab gabul dari ke dua pihak harus terdengar di hadapan majelis dan jelas
didengar oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi akad nikah. Sah tidaknya
suatu perkawinan adalah didasarkan atas rukun dan syarat perkawinan. Rukun
adalah sebagian dari hakikat perkawinan, sedang syarat adalah segala sesuatu
yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk dari hakikat perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan tersebut menurut Hukum Islam diantaranya
sebagai berikut :
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a. Syarat Umum

Perkawinan itu tidak dilakukan terhadap hal-hal yang bertentangan
dengan larangan-larangan dalam ketentuan Al-Quran Surat A/-Bagarah ayat 221
yaitu perkawinan karena perbedaan agama kecuali seorang lelaki muslim menikah
dengan wanita ahli kitab sebagaimana tertera dalam Surat A/-Maidah ayat 5.
Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan tersebut dalam Al-
Quranul Karim Surat An-Nisa ayat 22 “ Dan janganlah kamu kawini wanita-
wanita yang telah dikawini oleh ayahmu...”. Ayat 23 “ Diharamkan atas kamu
mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu
yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, anak-anak
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari
saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara
perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu, anak-anak istrimu
yang dalam pemeliharaanmu dari istrimu yang telah kamu campuri (dan sudah
kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan di haramkan
bagimu istri anak kandungmu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua
perempuan yang bersaudara...”, dan ayat 24 “Dan di haramkan bagimu mengawini

wanita yang bersuami...”

b. Syarat Khusus

Pertama adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan. Syarat
tersebut adalah suatu “Conditio sine qua non” atau merupakan syarat mutlak. Dan
ke dua mempelai itu harus beragama islam, akil baligh, sehat jasmani dan rohani.
Kedua mempelai tealah akil baligh maksudnya ijalah dewasa dan dapat
dipertanggung jawabkan terhadap suatu perbuatan apalagi terhadap akibat-akibat
perkawinan, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
Menurut Idris Ramulya sebaiknya calon pengantin laki-laki harus itu harus sudah
berusia 25 tahun sedangkan calon pengantin perempuan harus sudah berusia 20
tahun atau sekurang-kurangnya 18 tahun, tentunya pendapat ini tidak mutlak,
harus di lihat pula situasi dan kondisi fisik dan psikis para calon.
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c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin

Perkawinan harus di dasari oleh persetujuan kedua calon mempelai,
yakni persetujuan yang dilahirkan dalam keadaan pikiran yang sehat dan perasaan
suka sama suka tanpa ada paksaan ataupun tipu daya sesuai dengan hadist Nabi
SAW, “Seorang perempuan menghadap kepada Nabi SAW dan ia mengadukan
bahwa ayahnya mengawinkannya sedang ia tidak suka”. Lalu Rasulullah SAW
menyuruh memilih. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah (Syarief
Sukandi 1993: 364). Persetujuan tentunya hanya dapat dinyatakan oleh orang
yang telah cukup umur untuk kawin baik dilihat dalam keadaan tubuhnya maupun
dilihat dari kedewasaan pikirannya atau akil baligh. Dalam hal salah seorang
calon nyata-nyata mengatakan tidak setuju dikawinkan atau kawin dengan
seseorang maka tidak dapat dilangsungkan perkawinan itu.

d. Harus ada wali nikah

Menurut Mazhab As Syafi’i berdasarkan suatu hadis Rasul yang
diriwayatkan Bukhari dan Muslim (As Shahihani) dari Siti Aisyah, Rasul pernah
mengatakan, tidak ada nikah tanpa wali. Tetapi menurut mazhab Imam Abu
Hanifah, wanita dewasa tidak perlu pakai wali kalau hendak kawin. Hadis Rasul
menurut mazhab As Syafi’i juga berdasarkan hadis Rasul dari Siti Aisyah r.a.
Rasul bersabda, tiap wanita yang menikah tanpa izin dari wali nikahnya batal,
diulangi batal, batal (sampai tiga kali kata-kata batal itu di ucapkan) (Ramulyo,
1996: 51). Dengan demikian menurut Imam Syafi’i bahwa perempuan yang kawin
wajib pakai wali dan wali itu merupakan syarat bagi sahnya perkawinan itu.

e. Harus ada dua orang saksi

Dalam Al-Quran tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah itu, tetapi
di dalam hal talak dan rujuk ada disebutkan mengenai saksi, maka dapat
disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara
seorang laki-laki dan seorang perempuan, disamping adanya wali harus pula ada
saksi. Hal ini penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak, kepastian hukum
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bagi masyarakat, demikian juga baik suami maupun istri tidak mudah untuk
mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci tersebut.

f. Bayarlah mahar (mas kawin)

Mahar dalam hukum perkawinan Islam merupakan kewajiban yang
harus dibayarkan oleh seorang pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan.
Hukum pemberian mahar adalah wajib, dan benda atau uang pemberian itu adalah
menjadi milik perempuan itu. Di dalam Surat An-Nisa’ ayat 4 Allah SWT
berfirman *“Berikanlah mas kawin (shaduq, nihlah) sebagai pemberian yang wajib.
Kemudian jika mereka menyerahkan kepadas kamu sebagai mas kawin itu dengan
senang hati, maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan
nikmat”.

Mahar itu pada dasarnya wajib, namun dalam penentuannya tetap harus
mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk dan
harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak boleh juga
mengesankan asal ada atau apa adanya, sehingga calon istri tidak merasa
dilecehkan atau disepelehkan.

Syari’at mahar di dalam Islam memiliki hikmah yang cukup dalam
seperti :

* Untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, karena keduanya saling
membutuhkan

* Untuk memberi penghargaan terhadap wanita, dalam arti bukan sebagai alat
takar yang mengesankan pembelian

* Untuk menjadi pegangan bagi istri bahwa perkawinan mereka telah diikat
dengan perkawinan yang kuat

* Untuk kenangan dan pengikat kasih sayang suami istri.

g. Pernyataan Jjab Qabul

Jjab adalah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin perempuan
yang lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak
perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya
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secara formil. Sedangkan Qobul adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak
laki-laki atas ijab pihak perempuan.

2.3.2.2. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Undang-undang Nasional yang sekaligus menampung prinsip-
prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi
pegangan dan telah berlaku bagi golongan orang-orang Islam harus diperlakukan

hukum perkawinan islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang tersebut secara lengkap

mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan

administrasi, prosedur pelaksanaan atau mekanismenya.
Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

1. Didasarkan pada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, berarti
tidak ada paksaan di dalam perkawinan.

2. Pada asasnya perkawinan adalah satu istri bagi satu suami dan sebaliknya.
Kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-
syaratnya untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada izin dari istri
pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan
berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Laki-laki harus telah berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

4. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka kecuali
dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berumur 21 tahun atau lebih
atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon
kurang dari 19 dan 16 tahun.

5. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara dua orang yang:

a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas

b. berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara
saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang
dengan saudara neneknya.
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¢. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu atau
bapak tiri

d. Perhubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi atau paman susuan

e. Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan
dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang

6. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali
dispensasi oleh Pengadilan.

7. Seorang yang telah cerai untuk ke dua kalinya, maka diantara mereka tidak
boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

8. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau
tenggang waktu tunggu.

9. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur
oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Menteri Agama
Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. (Ramulya,
1996: 58)

2.3.3. Perkawinan Poliandri
2.3.3.1. Pengertian Perkawinan Poliandri

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Poliandri adalah system
perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu
orang dalam waktu bersamaan (1991: 779). Di dalam Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Hukum Islam tidak dikenal adanya
perkawinan poliandri karena merupakan larangan dalam perkawinan. Jika hal itu
terjadi maka jelas terjadi pemlsuan identitas. Pemalsuan identitas yang dilakukan
oleh seorang perempuan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dengan mengaku
masih perawan padahal perempuan itu masih terikat perkawinan dengan laki-laki
lain (wawancara dengan Bapak Arfan Muhammad, S.H, Hakim Pengadilan
Agama Jember).

Hal tersebut berarti tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan
perkawinan. Syarat-syarat yang dimaksudkan ialah yang diatur di dalam pasal 6
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hingga pasal 12 Undang-undang Perkawinan. Dalam pasal 9 undang-undang
tersebut menyebutkan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang
lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2)
dan pasal 4 Undang-undang ini. Dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat
untuk melangsungkan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

2.3.3.2. Larangan Perkawinan Poliandri

Seorang wanita tidak boleh mempunyai suami lebih dari seorang dalam
waktu yang bersamaan. Hikmah utama dalam hal ini adalah untuk menjaga
kemurnian turunan dan kepastian hukum seorang anak. Anak yang semenjak
lahirnya, bahkan dalam hal-hal tertentu sejak berada dalam kandungan telah
berkedudukan sebagai pembawa hak, harus medapat perlindungan dan kepastian
hukum. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 24 menyebutkan, janganlah kamu
kawini seorang wanita yang sedang bersuami. Di lihat dari segi si wanita yang
bersangkutan maka ketentuan ayat ini adalah berupa larangan untuk berpoliandri.
Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 9 menyebutkan bahwa
seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin
lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-
undang ini. Di sini jelas bahwa seorang perempuan dilarang melakukan poliandri
ataupun sebaliknya yaitu poligami terhadap wanita yang bersuami (Thalib, 1986:
61).

2.3.4. Pembatalan Perkawinan

Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa
perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat
untuk melagsungakan perkawinan. Syarat-syarat untuk melangsungkan
perkawinan diatur dalam pasal 6 hingga pasal 12 Undang-undang perkawinan.

Di dalam penjelasan Undang-undang tersebut, pengertian “dapat
dibatalkan” pada pasal ini diartikan “bisa batal” atau “tidak bisa batal”, bilamana

menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.
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Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat
difasidkan. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya
telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap
aturan-aturan tertentu

Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya
pegawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan
itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap
Undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika terjadi maka Pengadilan
Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak
yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan
perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami
dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap
perkawinan tersebut.

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan ini dilakukan
sesuai dengan cara mengajukan gugatan perceraian (pasal 38 ayat (2) Bab VI
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

2.3.5. Hal-hal Yang Dapat Membatalkan Perkawinan

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan
bisa dibatalkan, seperti dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22
yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak
memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Namun demikian, perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan
sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputus oleh Pengadilan. Pasal 37
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa batalnya suatu
perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Hal ini mengingat bahwa
suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami istri
maupun terhadap keluarganya. Maka ketentuan ini dimaksudkan untuk
menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi di luar
Pengadilan (Sudarsono, 1991: 108)
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Adapun perkawinan batal apabila bertentangan degan ketentuan agama
seperti yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 70 yaitu apabila :

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah
karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat
istrinya itu dalam iddah talak raj’i;

b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili’annya;

¢. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya,
kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang
kemudian bercerai lagi dengan ba’da al dukhul dari pria tersebut dan telah
habis masa iddahnya;

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah
semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan
menurut psal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas

2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang
dengan saudara neneknya.

3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah
tiri.

4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara
sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau
istri-istrinya.

Sedangkan di dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam perkawinan dapat
dibatalkan apabila :

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria
lain yang mafqud;

¢. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan

dalam pasal 7 Undanng-undang No. 1 Tahun 1974;
e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang

tidak berhak;
f. Perkawinan ynag dilaksanakan dengan paksaan.

Menurut Misbahuddin (1998: 47), dari alasan-alasan pembatalan
perkawinan yang diatur, baik di dalam Undang-undang Perkawinan maupun
Kompilasi Hukum Islam, dapat kita rinci bahwa suatu perkawinan dapat
dibatalkan apabila :

1. Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
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2. Adanya perkawinan padahal para pihak masih terikat dalam perkawinan yang
sah (masih jadi suami atau istri atau masih dalam masa iddah suami lain).

3. Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang
tidak berwenang.

4. Perkawinan dengan wali yang tidak sah atau tidak berhak.

5. Perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi

6. Perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
atau dengan paksaan.

7. Perkawinan yang dilangsungkan karena terjadi salah sangka mengenai diri
suami atau istri.

8. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan.

2.3.6. Pihak-pihak Yang Dapat Membatalkan Perkawinan

Mengingat bahwa dalam pembatalan perkawinan dapat mmbawa akibat
yang jauh baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarganya, maka untuk
memungkinkan atau menghalangi timbulnya ha-hal yang dapat diingini oleh
kedua belah pihak maka pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diajukan oleh
pihak-pihak kepada pengadilan dalam daerah hukum yang meliputi tempat
berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal dari kedua pihak suami atau
istri.

Menurut ketentuan pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;

Suami atau istri;

Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

Pejabat yang ditunjuk oleh pasal 16 ayat (2) Undang-undang ini dan setiap
orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap
perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus.

e op

Pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku saat berlangsungnya
perkawinan. Keputusan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang
dilahirkan dari perkawinan tersebut, suami atau istri yang bertindak dengan itikad
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baik kecuali terhadap harta bersama, pihak ke tiga sepanjang mereka memperoleh
hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai
kekuatan hukum tetap (Pasal 28 Undang-undang Nomor 1Tahun 1974).
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3.1. Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan dengan Alasan
Poliandri

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74
ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan
dimulai setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan
berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal ini berarti keputusan yang
ditetapkan oleh pengadilan belaku surut sejak berlangsungnya perkawinan.
Dengan adanya ketentuan ini, maka perkawinan yang dilangsungkan tersebut
dianggap tidak pernah ada. Para pihak dianggap kembali pada saat sebelum
adanya perkawinan tersebut.

Menurut penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa segala hal
yang terjadi selama perkawinan belum dibatalkan adalah tidak sah, dan dianggap
tidak pernah terjadi suatu akibat dari perkawinan tersebut.

Begitu pula dengan pembatalan perkawinan antara Misbahul Munir dan
Ulfa Hasanah. Dalam putusannya, Hakim memberikan putusan bahwa perkawinan
mereka batal demi hukum. Hal ini berarti bahwa perkawinan mereka dianggap
tidak pernah ada dan dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, dengan demikian
berarti tidak ada akibat hukum sama sekali dari adanya pembatalan perkawinan
tersebut.

Kita tidak boleh beranggapan seolah-olah tidak pernah terjadi suatu
perkawinan dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut, meskipun suatu
pembatalan itu pada asasnya bertujuan mengembalikan keadaan seperti pada
waktu perbuatan yang dibatalkan itu belum terjadi, karena terlalu banyak
kepentingan dari berbagai pihak yang harus dilindungi (Subekti, 1995: 27).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 28 ayat (2) menyatakan
bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap :

a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

26
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b. suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta
bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain
yang lebih dahulu;

c. orang-orang ke tiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka
memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang
pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kompilasi Hukum Islam pasal 75 menyatakan bahwa keputusan
pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

a. perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad;

b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

c. pihak ke tiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik,
sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang
tetap.

Menurut kedua pasal tersebut yaitu pasal 28 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 dan pasal 75 Kompilasi Hukum Islam dapat dijelaskan sebagai

berikut. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

Putusan pembatalan perkawinan berlaku surut terhadap perkawinan
yang dimohonkan pembatalan, berlaku juga dalam kedudukan suami istri
menjadi terpisah satu sama lain, hubungan suami istri diantara keduanya
dilarang oleh Undang-undang tetapi putusan ini tidak berlaku surut terhadap
anak dalam perkawinan tersebut.

Hal ini berarti apabila suatu perkawinan yang dibatalkan itu telah lahir
anak-anak mereka, maka Keputusan Pengadilan tentang batalnya suatu
perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan,
artinya anak-anak yang dilahirkan mereka tetap mempunyai status hukum
yang jelas sebagai anak kandung dari suami istri yang perkawinannya
dibatalkan, begitu pula terhadap anak-anak tersebut tetap dianggap sebagai
anak sah dari keturunan orang tuanya, sehingga pembatalan kedua orang
tuanya tidak menghapus atau tidak mengakibatkan hilangnya status si anak.
Hal ini adalah pantas berdasarkan rasa kemanusiaan dan kepentingan anak,
yang berarti kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya tidak pantas
dipikulkan kepada anak-anak yang dilahirkan dan merasa tidak adil jika

i
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sekiranya anak yang tadinya dianggap sah kemudian menjadi tidak sah karena
pembatalan itu (Rasjidi, 1991:84).

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 76 menyatakan bahwa
“Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara
anak dan orang tuanya”. Jadi dalam hal ini anak-anak yang dilahirkan dari
perkawinan yang dibatalkan tetap berhak mendapat waris-mewaris terhadap
harta orang tuanya serta apabila anak yang dilahirkan itu perempuan, maka si
ayah juga berhak untuk menjadi wali nikah anaknya, sepanjang ayah tersebut
telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta
bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas perkawinan yang lain
yang lebih dahulu.

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam ketentuan ini adalah bahwa
meskipun perkawinan itu batal sejak semula, akan tetapi harta bersama
dianggap tetap ada sampai pada hari jatuhnya keputusan pembatalan. Oleh
karena Undang-undang sendiri tidak mengatur selanjutnya tentang harta
bersama ini, maka tidak lain haruslah dilakukan dengan hukum agamanya

masing-masing (Prawirohamidjojo, 1986: 87).

orang-orang ke tiga lainnya yang tidak termasuk dalam sub a dan b sepanjang
mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang
pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal ini berarti segala perbuatan hukum di bidang keperdataan atau
perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh suami atau istri tersebut dengan pihak
ke tiga sebelum terjadi pembatalan perkawinan masih tetap berlaku bagi
suami atau istri yang perkawinannya dibatalkan, dan masih harus
melaksanakan isi dari perjanjian yang telah disepakati itu dengan pihak ke
tiga, sebab itikad baik atau buruk dari suami atau istri atau salah satu dari
mereka, tidak mempengaruhi hubungan hukum dengan pihak ke tiga.
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Pihak ke tiga tidak dapat diharapkan untuk menyelidiki apakah
perkawinan orang lain ada cacatnya yang dapat mengakibatkan batalnya
perkawinan itu. Degan kata lain pihak yang bertindak dengan itikad baik tetap
berhak seperti apa yang telah diperjanjikan dengan suami atau istri yang
perkawinannya dibatalkan. Jadi singkatnya pihak ke tiga tersebut tidak boleh
dirugikan (Prawirohamidjojo, 1986: 86).

d. perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad (pasal 75
(a) Kompilasi Hukum Islam)

Hal ini bisa dijelaskan bahwa suami atau istri yang pada waktu
dilangsungkannya perkawinan, mereka sama-sama beragama Islam, beberapa
waktu kemudian salah satu dari mereka murtad. Maka sebelum suami atau
istri itu murtad, perkawinan mereka tetap sah, jadi batalnya perkawinan sejak
salah satu dari suami atau istri tersebut murtad bukan sejak dilangsungkannya
perkawinan.

Berdasarkan pada kedua ketentuan tersebut di atas, pihak-pihak yang
disebutkan dalam perkecualian tersebut dilindungi hak dan kepentingannya.
Karena sangat tidak adil bila pihak lain harus ikut menanggung kerugian akibat
kesalahan yang oleh suami atau istri tersebut.

Adanya keputusan pembatalan perkawinan (fasid nikah) dari
Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, maka
hubungan perkawinan antara Misbahul Munir (Termohon I) dengan Ulfa Hasanah
(Termohon II) menjadi putus, hubungan persetubuhan antara mereka menjadi
haram hukumnya karena diantara mereka dianggap tidak pernah terjadi hubungan
perkawinan dan hubungan yang ada seperti sebelum terjadinya perkawinan,
sehingga dalam hal ini terputus pula hak-hak dan kewajiban suami istri.
Sedangkan antara Ulfa Hasanah dengan Bayhaqi sebagai suami sah adalah
sebagai berikut :

I. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara
suami istri tersebut.

2. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang istri.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

3.2.

30

Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami istri, suami sebagai kepala
rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah.
Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan
istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama.

Berhak saling mewarisi antara suami istri dan anak-anak dengan orang tua.
Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.

Bila diantara suami atau istri meninggal salah satunya maka yang lainnya
berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya (Ramulyo, 1996:
248).

Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam Memutus
Perkara Nomor 619/Pdt.G/2005/PA.Jr tentang Pembatalan Perkawinan
dengan Alasan Poliandri

Penyelesaian perkara Nomor 619/Pdt.G/2005/PA.Jr diputuskan melalui

sidang tanggal 3 Mei 2005 yang dipimpin oleh Drs. H.M.Ichsan Yusuf, S.H,MH
sebagai Hakim Ketua Majelis, H.Ahmad Tahang, S.H dan Drs. Arfan
Muhammad, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan Philien

Shopia, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon dan kuasa

para Termohon.

Pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember dalam

memutus perkara ini adalah :

1.

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon
sebagai Pejabat atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe
karena jabatannya mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan antara
Misbahul Munir (Termohon I) dengan Ulfa Hasanah (Termohon II) yang
dilaksanakan tanggal 23 Juli 2004 dengan Akta Nikah Nomor
223/32/V11/2004 tanggal 23 Juli 2004, dengan alasan dibelakang hari
diketahui ternyata Termohon II masih berstatus sebagai istri sah dari lelaki
lain bernama Bayhaqi daru Desa Sumberjambe sesuai dengan Duplikat Akta
Nikah Nomor: 13.09/Pw.09/14/2005 taggal 8 Maret 2005.
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Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh para Termohon
dengan mengajukan bukti-bukti (bukti P.1 dan P.2) serta didukung saksi-saksi
yaitu H. Purwadi dan Sugianto.

Bukti P.1 adalah satu helai foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor
222/32/V11/2004 tanggal 23 Juli 2004, dilekati materai cukup, cocok dengan
aslinya dan dibenarkan oleh Termohon. Sedangkan bukti P.2 adalah satu helai
foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor.13.09/Pw.09/14/2005 tanggal 8 Maret
2005. Dilekati materai cukup, cocok dengan aslinya dan dibenarkan oleh
Termohon

Bahwa ditemukan fakta berdasarkan bukti P.1 ternyat bukti P.l memuat
catatan bahwa pada tanggal 23 Juli 2004 antara Termohon I dan Termohon I
telah melangsungakan perkawinan menurut Hukum Islam, yang
perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sumberjambe dan keduanya berstatus bujangan. Dengan
demikian Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Termohon I dan
Termohon II sejak tanggal 23 Juli 2004 nyata-nyata telah terikat dalam
perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974.

Bahwa ditemukan fakta berdasar bukti P.1 ternyata bukti P.]1 memuat catatan
bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sumberjambe, yang mencatat perkawinan antara
Termohon I dan Termohon II pada tanggal 23 Juli 2004, dengan demikian
Pemohon termasuk pejabat yang berwenang mengajukan pembatalan
perkawinan antara Termohon I dan Termohon II karena sesuai dengan
ketentuan pasal 23 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bahwa ditemukan fakta berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 8
Maret 2005 ternyata yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon
adalah Termohon II sebagai seorang wanita yang masih mempunyai seorang
suami bernama Bayhaqi, melakukan perkawinan dengan lelaki lain bernama
Misbahul Munir (Termohon I) atau yang biasa dikenal dalam masyarakat
melakukan Poliandri. Alasan Pemohon tersebut dapat dibenarkan karena
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hukum melarangnya sesuai pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
juga Hukum Islam yang dianut oleh para Termohon. Dalam Al-Qur’an Surat
An-Nisa’ ayat 24 menyatakan: dan (diharamkan juga kamu mengawini)
wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah
menetapkan hukum itu) sebagai Ketetapan Nya atas kamu.

Bahwa kemudian ditemukan fakta berdasar bukti P.2 ternyata dalam bukti P.2
tersebut memuat catatan bahwa telah dilangsungkan akad nikah pada hari
Selasa tanggal 23 September 2003 antara Bayhaqi dengan Ulfa Hasanah
(Termohon 1II), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada saat
Termohon II kawin dengan Termohon I tanggal 23 Juli 2004, ternyata
Termohon II telah lebih dahulu melakukan perkawinan dengan Bayhaqi dan
perkawinannya tersebut belum putus. Sehingga dengan demikian pada
tanggal 23 Juli 2004 Termohon mampunyai dua orang suami sekaligus pada
saat bersamaan.

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, hukum Agama Islam
dengan tegas melarang seorang wanita yang masih berstatus bersuami
melakukan kawin lagi (Poliandri), begitu pula dalam Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 pasal 40 huruf (a) serta dalam pasal
9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

Dengan aturan hukum tersebut ternyata Termohon II yang nyata-nyata
terbukti masih mempunyai suami sah bernama Bayhaqi melakukan
perkawinan lagi dengan lelaki lain yang bernama Misbahul Munir pada
tanggal 23 Juli 2004. Dengan demikian Pegadilan Agama berpendapat bahwa
pada saat Termohon II melakukan perkawinan dengan Termohon I nyata-
nyata ada halangan hukum agama bagi Termohon II untuk melakukan kawin
lagi. Oleh karena telah terbukti Termohon I melakukan perkawinan dengan
Termohon II ada halangan hukum untuk kawin maka perkawinan tersebut
tidak sah oleh karenanya harus dibatalkan dan akta nikah nomor
222/32/VI/2004 tanggal 23 Juli 2004 harus dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

33

8. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan dan seluruh biaya
perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon
diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember, dengan
pertimbangan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 40 huruf
(a) Komplasi Hukum Islam serta Hukum Agama Islam yang dengan tegas
melarang seorang wanita yang masih berstatus bersuami melakukan kawin lagi
(Poliandri). Dalam perkara ini Ulfa Hasanah (Termohon II) pada saat yang sama
memiliki dua orang suami yaitu Misbahul Munir (Termohon I) dan Bayhagi.

Dasar pertimbangan hukum yang lain adalah bahwa permohonan
pembatalan perkawinan ini diajukan ke Pengadilan yang berwenang dalam hal ini
kewenangannya dikarenakan perkawinan tersebut dilakukan di wilayah
hukumnya. Berdasarkan semua pertimbangan hukum tersebut maka Majelis
Hakim Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan pembatalan
perkawinan tersebut. Dan karena dari pihak Termohon tidak melakukan upaya
hukum banding maka putusan Nomor: 619/Pdt.G/2005/Pa.Jr telah memiliki
kekuatan hukum yang tetap dan harus dilaksanakan oleh para pihak yang
bersangkutan.

Kajian Putusan Nomor 619/Pdt.G/2005/PA.Jr

Berdasarkan uraian fakta, dasar hukum dan landasan teori serta
pembahasan ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian :

Pertama, suatu perkawinan baru dianggap sah apabila telah memenuhi
syarat perkawinan, baik syarat yang bersifat umum yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun syarat yang bersifat khusus yang
disesuaikan dengan hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan, hukum
yang sesuai selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga Hukum Islam
tentang perkawinan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor
1 Tahun 1991).

Kedua, Kepala Kantor Urusan Agama termasuk salah satu pejabat yang

berwenang dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, sebagaimana
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disebutkan dalam pasal 23 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

pasal 73 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan semenjak berlangsungnya
perkawinan (pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)

Perkawinan yang sah harus memenuhi syarat dan rukun suatu
perkawinan. Selain itu juga harus memperhatikan larangan-larangan perkawinan.

Dalam membicarakan larangan perkawinan menurut Hukum Islam, ada
3 (tiga) asas yang harus diperhatikan yaitu :

1. asas absolut abstrak adalah suatu asas dalam hukum perkawinan yang
menyatakan bahwa masalah jodoh atau pasangan suami istri telah ditentukan
Allah sejak dahulu, atas permintaan manusia yang bersangkutan.

2. asas selektivitas adalah suatu asas dalam suatu perkawinan dimana seorang
yang hendak menikah lebih dahulu harus menyeleksi siapa yang boleh di
nikahi dan dengan siapa dia dilarang untuk menikah.

3. asas legalitas adalah suatu asas dalam perkawinan yang mengharuskan atau
mewajibkan untuk dicatatkan (Ramulyo: 1996: 34)

Ada bermacam-macam larangan perkawinan menurut Hukum Islam
berdasarkan asas selektivitas diantaranya adalah :

Larangan perkawinan karena berlainan agama

Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat

Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan

Larangan perkawinan karena semenda

Larangan perkawinan poliandri

Larangan perkawinan terhadap wanita yang di li’an

Larangan perkawinan (menikahi) wanita atau pria pezina

Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap wanita (bekas istri yang di

talak tiga)

9. Larangan kawin bagi pria yang telah beristri empat (Ramulyo, 1996: 35).

i [ U O

Apabila larangan-larangan tersebut dilanggar, maka perkawinannya
dapat menjadi batal atau dibatalkan.
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Pada kasus perkara perdata Nomor 619/Pdt.G/Pa.Jr, perkawinan antara
Misbahul Munir dengan Ulfa Hasanah yang berlangsung pada tanggal 23 Juli
2004 dengan bukti dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah Nomor 222/32/VI1/2004
oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe adalah merupakan
perkawinan yang tidak sah, karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan.
Perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan Hukum Islam yaitu melanggar
larangan Allah SWT untuk tidak menikahi wanita yang sedang bersuami
sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa’ ayat 24 dan peraturan perundang-
undangan yang ada, yaitu pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal
40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1Tahun 1974 pasal 9 disebutkan
bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat
kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-
undang ini. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin
kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh
pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 3 ayat (2) ini hanya diperuntukkan bagi
suami, bukan kepada istri. Jadi seorang istri tidak boleh bersuami lebih dari satu
(poliandri). Sebagaimana diatur dalam pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang
menyebutkan “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan
seorang wanita karena keadaan tertentu :

a. k;frena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria
b. lstgl;ang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Larangan perkawinan polandri juga telah diatur dalam Al-Qur’an Surat
An-Nisa’ ayat 24, yang artinya :

“Dan (diharamkan juga atas kamu mengawini) perempuan-perempuan yang
bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan
hukum itu) sebagai ketetapan Nya atas kamu”.

Aturan-aturan perkawinan yang secara garis besar temuat di dalam
rukun dan syarat-syaratnya merupakan pagar yang membatasi setiap orang untuk
melakukan perkawinan terlarang. Seorang laki-laki yang akan menikah dengan
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seorang perempuan terlebih dahulu harus memeriksa apakah antara dirinya dan
perempuan itu terdapat faktor-faktor penghalang atau tidak. Disamping itu posisi
saksi menjadi sangat menentukan (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan,
2004: 114).

Pada pasal 68 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa Pegawai
Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu
melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan
pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Dalam kasus
perkawinan para Termohon ini, apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sumberjambe mengetahuinya ketika para Termohon berkehendak untuk
melangsungkan perkawinan tersebut. Namun karena kekurang telitian dan
kekurang cermatan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sumberjambe dan
kekurang mengertiannya para Termohon dan pihak keluarga bahwa perkawinan
mereka merupakan perkawinan yang dilarang oleh agama maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku, akhimya perkawinan tersebut menjadi
terlaksana. Dalam hal ini Termohon II telah memberikan informasi palsu kepada
Pegawai Pencatat Nikah dengan mengaku masih perawan, padahal ia masih terikat
perkawinan dengan laki-laki lain dan belum pernah bercerai. Jika Pegawai
Pencatat Nikah tahu hal ini maka perkawinan para Termohon tidak akan
terlaksana.

Keputusan Pengadilan Agama Jember terhadap perkara perdata Nomor:
619/Pdt.G/2005/PAJr untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Misbahul
Munir (Termohon) I dan Ulfa Hasanah (Termohon II) adalah tidak sah, sehingga
batal demi hukum dan juga menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor
222/32/V11/2004 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember pada tanggal 23 Juli 2004 tersebut
tidak berkekuatan hukum. Keputusan Pengadilan Agama tersebut adalah sangat
tepat karena sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku yaitu di bidang perkawinan.
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KESIMPULAN DAN S

4.1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Suatu perkawinan yang dinyatakan batal demi hukum adalah tidak mempunyai
akibat hukum. Jadi perkawinan yang telah dilaksanakan, dan segala hal yang
terjadi pada masa perkawinan tersebut belum dibatalkan adalah tidak sah, dan
dianggap tidak pernah terjadi. Menurut pasal 28 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 keputusan tidak berlaku surut terhadap :

a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

b. suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta
bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan
yang lebih dahulu

c. orang-orang ke tiga lainnya tidak termasuk dalam sub a dan b sepanjang
mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang

pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember yang menangani
perkara Nomor 619/Pdt.G/2005/PA.Jr adalah bahwa alasan yang diajukan
pihak Pemohon (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe)
telah memenuhi atau telah sesuai dengan hukum agama dan praturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu, Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 24,
pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, serta dalam pasal 9 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974, sehingga hakim dalam memutus perkara tersebut
menetapkan bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II
dinyatakan batal demi hukum, dan juga menyatakan bahwa Kutipan Akta
Nikah Nomor 222/32/VII/2004 vang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember pada tanggal 23
Juli 2004 tersebut tidak berkekuatan hukum.

37


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

38

4.2. Saran
Saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan
skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya bagi para pihak dalam melangsungkan perkawinan benar-benar
memeperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan itu sendiri,
terutama adalah syarat-syaratnya yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta hukum agamanya. Sebab tujuan perkawinan
adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi selamanya. Alangkah
sayangnya bila perkawinan yang telah dilaksanakan dengan tujuan yang suci
harus berakhir dengan pembatalan oleh Pengadilan.

2. Kepada aparat penegak hukum dalam hal ini yang berkaitan dengan proses
legitimasi suatu perkawinan, hendaknya berhati-hati, lebih teliti dan tegas
dalam melihat sejauh mana syarat-syarat dan rukun suatu perkawinan telah

dipenuhi oleh kedua calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan.
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S TTTSSE———
LAMPIRAN 11

PNIY s8N
Nomor : 619/PdF.G/2005/PA-Jr.
BISMTILLAHIR RAHMANTR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang mengadili perkara
perdata khosus telah wmenjatuhkan putusan dalam perkara
Pambatalan Perkawinan vang diajukan oleh
Pk iitatanteesheneemsiie 1 . vnur 53 tabun,
agama I=lam, pekerjaan Kepala Kantor Urusan
agama Kecamatan Sumberjambe, bertempat Eirg=
94l di JY. S. Parman Gg. Bentul Permai Jembear
Permai P 4 Kelurahan Sumbeqrqari Kecamatan
Sumbersari, Kabupaten Jembgr; Selanjutnya
disebut : Pemohon;

MELAWAN

Teaikititideibrr, 1claki, umur 238

tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertem-

pat tinggal di Desa Sumberpakem, Kecamatan
Sumberjambe, Kabupaten Jember; Selanjutnya
disebut : Termohon I ;

s e e umur 19 tahun,
agama Islam, pekerjaan TANI, bertempat
tinggal di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sum-
berjambe, Kabupaten Jember; Selanjutny=
disebut : Termohon IT, Kemudian Termohon I
dan Termohon II memberikan kuasa kepada : !
H. NHMAD CHOLTILY, SH,MH, Zz. BJDI WIYGKO, SH,
3. PRIHANTONO, SH. Ketiga-tiganya adalan
Advokat berkantor di Jalan Sriwijaya X No. 10

(22) Jember, selangutnya para kuasa tersebut
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sandiri atau secara be.rsama-samé‘ bertindak
untuk dan atas nama pemberi kuasa / Para
Termohon ;

Pengadi lan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar ket=rangan kedua belah pihak berperkara

dan saksi-saksi:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
bertanggal ! Maret 2005 yang didaftarkan di Kantor Kepa-
niteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal R Maret
QOOSl dibawah register Nomor: &§19/Pdt.G/2005/PA.Jr, telah
menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

= Bahwa paada tanggal 23 Juli 2004, Termohon T dan Termo-

l}\ hon TI mwelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

ExpﬂgawAi Pencatal Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Z;ﬂumherjambe Kabupaten Jember (Kutipan Akata Nikah Nomor

‘ 222/32/VI1/2004 tanggal 23 Juli 2004 :

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Termohon I -dengan
Termohon 1T bertempat tinggal bersama di  rumah orang
tua Termohon II. Selama pernikahan tersebut Termohon I
dengan Termoﬁan IT telah hidup rukun sebagaimana
lTayaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

- BRahwa kemudian tengah rumah tangga bersama Termohon I

dengan Termohon IT telah mendapat surat panggilan dari

Polres Jember yang mana ternyata Termohon IT masih

menjadi istri sah dari seorang laki-laki bernama T -

SR Cari desa Sumberjambe sesuai dengan.

Duplikat Akta Nikah Nomor - 13.09/Pw.09/14/2005 tanggal

38 Maret 2005 ;
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- Bahwa oleh karena itu pernikahan antara Termohon I
dengan Termohon IT telah melanggar Ketentuan Undang-
undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon
IT adalah masih terikat isteri sah terhadap seorang
laki-1aki nama el

= Pﬂmohnn.sanggup mambayar seluruh biaya yang timbul
Aakibat perkara ini ;

- Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon

mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera

memeriksa d#n mengadili perkara ini, selkanjutnya
menjatuhkan putusan  yang amarnya sebagai berikut

Primair :

1. Mangabulkan permohonan Pemohon:

2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Termohon T
dengan Termohon IT yang dilang=ungkan di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe, kabupaten Jember
pada téngga] 23 Juli 2004 -

3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor

27?/37/Vi1/?004 tidak barkekuabtan hukom
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon:
Subsidair
Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentﬁkan
untuk 1ty Pemohon datang sendiri sebagai pejabat Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbefjambe dan Para Termo-
hon datang diwakili oleh kuasanysa

Bahwa didepan sidang Pengadilan Agama telah beru-
saha untik mendamaikan mereka ternyata tidak berhasil
karana Pemohon tetap padé permohonannya lalu Majelis

membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 8 Maret

200S, ternyata isinya dipertahankan oleh Pemohon :

:
i
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Bahwa atas permohonan tersebut, Para Termohon
melalui kuasanya mengajukan jawaban tertulis bertanggal 5
April 2005 yang pada pokoknya Para Termohon mengakui
se]nruﬁ dalil-dalil Pemohon bahwa apa yang diterangkan
Pemnhon pada surat permohonannya tanguyal 8 Maret 2005
adalah benar ;

Fahw4 atas Jawaban tersebut Pemohon menyatakan
tidak akan wengajukan replik, maka Pengadilan AgAama
menyalakan akan melanjutkan pemeriksaan perkara inid
dengan memeriksa buktbi-bokti g

Bahwa walaupun dalil-dalil Pemohon telah diakui

oleh Termohon namun untbuk menguatkan dalil-dalil Pemohon

“-?5\\ maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mengaju-
4

i \3 kan bukti-bukti

P

Qéh:j i : « Bahwa atas perintah Majelis Hakim Pemohon mengaju-
A-\\'t- (

-]. 1 (satu) helai Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.
?22/32/VTT1/2004 tanggal 23 Juli 2004, dilekati materai
cukup, cocok dengan aslinya dan dihenarkaﬁ oleh Termo-
hon, kemudian ditandai'dengan TS L

2. 1 (=satu) helai Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah
ND_‘13_09/PN.OQ/14/?005 tanggal 8 Maret 2005, dilekati
materai cukup, cocok dengan aslinya dan dibenarkan
oleh Termohon, kemudian ditandai dengan P.2 ;

Bahwa kemudian atas perintah Majlis Hakim Pemohon
mengajukan saksi-saksi masing-masing mengaku :

1. Nama : HESTOWWSIEPREEERSEN, lclaki, umur 39 tahun,
agama Islam, pekerjaan PNS Staf KUA Kecamatan Sumber-

Jambe, bertempat tinggal di Jle Sukowono No. 2 DEsa

Sumberketempah, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember :

- Bahwa saksi di depan sidang dibawah sumpahnya
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menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

~ Rahwa saksi mengaku kenal dengan Termohon I dan
Termohon II, tidak berhubungan keluarga, tidak
berhubungan susuan, tidak berhubungan kerja, selalu
bertemo dan bercakap-cakap;

- Bahwa saksi mengaku bahwa Termohon I dengan Termohon
1T telah kawin karena sakgi yané mencatat peristiwa
rerkawinan mereka pada bulan Juli 2004 yang tanggal
dan hacinya saksi sudah lupa ;

- Rahwa saksi mengaky pada saat memeriksa syarat-
asyaral. parkawinan antara Termohon T dengan Termohon
TT, semianya lengkap saperti Nl,N?-,N?;,Nél dan N7, dan
status kedoanya dalam sarat keterangan yang dibhuat
oleh kepala desanya adalah bujang dan perawAan ataJ
k':t_{]ﬁllm‘_ pernah kawin ;

- Bahwa =aksi baru mengetahui kalau Termohon IT (Ulfa

Hasanah) masih terikat tali perkawinan dengan orang

lain adalah dari lelaki bernama BRayhaki yang mengaku
masih sebagai suami sah dari Termohon TI. Setelah
diteliti tetnyata benar bahwa Termohon IT masih
sebagail isteri sah dari Bayhaki yang sampai sekarang
bealum pernah cerai -
- HRahwa atas kelerangan saksi tersebut Pemohon dan
Termohon membenarkannya >
s Nama : SUGTIANTO BIN ABD. GAFUR, lelaki, umur 39
tahun, agama Islam, pekerjaan Penjaga Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sumberjambe, bertempat tinggal di Desa {
Sumberjambe, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember >
- Bahwa saksi di eran sidang dibawah sumpihnya

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

Bohwa saksi mengaku kenal dengan Termchon I dan
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Tarmohan TT1 karena mereka kawin dimana sgksi beker-
ja, tidak berhubungan famili, tidak berhubunaan
kerja, selalu bartemu dan bercakap-cakap;
- Bahwa saksi mengaku ikut membantu saksi I (H. Purwa-
di) dalam melayani pencatatan dan proses perkawinan
antara Termohon I dengan Termohon II pada bulan Juli
Tahun 2004, keduanya menurut keteranaan dari Kep=ala
De=a berstatus bujangan ;
~ Rahwa saksi mengaku baru tahu bahwa Termohon T ma=ih
menjadi isterinya Bayhaki setelah Kepala Kantor
Urusan Agama Kaecamatan Soumberjambe dfpanggil oleh
Polres Jember ; |

- Ralwa alas kelerangan saksi tersebut Pemohon dan

Termohon membenarkannya

\1 EahQA kedua pihak berperkara menyatakan tak lagi
ffffkeLerangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan
sidang dan mohon kepada Majelis agar segera membacakan
putusannya ;

Bahwa segala sesuatu tentang Jalannya pemeriksaan
di dalam sidang sélengkapnya telah di catat dalam beritia
acara sidang perkara 1ini dan harus dinyatakan sebagai

-

bagian dari putusan ini ;
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maﬂéud dari permohonan Pemohon
adalah seperti tersebut diatas ;-———-—- ———————— et g e

Menimbang, ovahwa yang menjadi pokok masalah dalam
prrkara ini adalah FPemohon sebagai Pejabat/Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe karena jabatannya
mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan antara Termo-

hon I dengan Termohon II yang dilaksanakan tanggal 23

Juli 2004 dengan akta niksh No. 222/72/VII1/2004 tanggal
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23 Juli 2004, dengan alas;n'pahwa dibelakang hari diketa-
mphon II° masih berstatus sébagai isteri
sah dari 1lelaki bernama BAYHAKI dari Oesa Sumberjambe
sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomo 5
13.09/Pw.09/14/2005 tanggal & Haret 2005, kemuiian atas
dalil Pemohon tersebut baik Termohon T mRUpHH'TPFMHhOn I3
di depan sidang mengakuinya. Bahwa atas pokol masalah
tersehul Pengadilan Agama akan nempertimbangkannya seba-
gail berikut :
1. Manimbang, bahwa ‘ditemnkan fakhta bardasar
Rarita acara Sidang perkara inl ternyata Termohon menga-
kiti seluruh dalil-dalil Pemohon, namun demikian unhuk
membuktikan apakah permohonaﬁ Pemohon ini sesuxi dangan
hukum  atau sebaliknyva Jjustru melawan hokum afau tidak
maka Majelis memerintahkan Pemohon untuk mengajukan
: bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 163 HIR :

2. Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2,

tﬁﬁnyéta adalah foto copy yang dilekati materai cukup,
cocok dengan aslinya, dan dibenarkan oleh Para Tarmohon,
maka buktil P.1, P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat
bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR dan
pasal 2 ayal. (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 198%

3. Menimbang, bahwa saksi H. Purwadi dan Sugianto
ternyata keduanya adélah saksi yang tidak berhubungan
famili dengan Pemahon dan Termohon, selalu bertemu dan
bercakap-cakap yang telah memberikan keterangannya di
depan sidang berdasar atas penglihatan dan pengetahuannya
sendiri, maka kedua saks’ tersebut daﬁat diterima sebagai
salisl sesuail dengan ketentuan Pasal Y720, 171, 72 HIR:

4. Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdﬁsar bukti

P.1 ternyata bukti P.1 menuat catatan bahwa pada tanggal
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23 Juli 2004 antara Termohon I dengan Termchon IT telah
melangsungkan perkawinan menurut hukum Agama Islam yang
perkawihannya dicatat oleh Regawai Pencatat Nikah KuUA
Fecamatan Sumberjambe dan keduanya berstatus boujangan,
dengan demikian  Pengadilan Agama berpandapat bahwa
ankara Termaohon T AEngAn Tﬂrdnhﬂﬁ IT sejak tanggal 23
Juli 2004 nyata-nyata telah terikat dalam suatu perkawi-
Nan =rsuai dengan keltentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor |
Tahun 1974 ;

5. Mrenimbang, bahwa ditemukan fakba berdasar bukti
P.1 ternyata bukti P.1 memuat catatan bahwa Pemohon
adalah sebagai Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sumberjambe, yang mencatat' perkawinan
antara Termohon T dengan Termohon IT pada tanggal 23 Juli
2004, dengan demikian Pemohon termasuk Pejabat yang
berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan antara
Tarmohot T dengan Termohon I, karena sasuai dengan

keabentuan Pasal 23 horuf C Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 ;
6. Manimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta seperti
ftaersabut pada nomor 3 dan 4 diatas, oleh kdrenarperkara
permohonan Pembatalan Perkawinan ini diajukan oleh Peja-
bat. yang berwenang terhadap perkawinan yang telah dilak-
sanakan menurut hukum Islam ke 5ehgadi]an Agama Jember
'yang daerah hukumnya meliputi Kecamatan Sumberjambe
sebagail tempat berlangsungnya perkawinan tersebut, maka
permohonan Pemohon ter-ebut dapat dibenarkan dan .dapat

diterima untuk dipertimbangkan karena sesual dengan

ketentuan Pasal 23 hurf " €" dan Pasal 24 undang~undang

Nomor 1 Tahun 1973 -

i Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar surat
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permohonan Pemohon tanggal 8 Maret 2005 ternyata yang
- menjadi alasan dalam permohonan Pemohon adalah Taermohon
II sebagai seorang wanita yang masih mempunyai suami
bernama BAYHAKI, melakukan perkawinan lagi dengan‘le]aki
lain bernama Misbahul Munir (Termohon I) atau biasa
dikenal di masyarakat melakukan Poliandri, Pengadilan
Agama berpendapat alasan Pemohon tersebut dapat dibe-
narkan karena hukum melarangnya sesuat Qasg} 9 Unda&g-
undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Juga Huﬁgm_ﬁgama Iﬁlﬁ@ yarg
dianut oleh Para Termohon melarangnya sebagaimana diters -
Fukan dalam Al-QUr’an Surat An-Hisa® ayat (24) antara

lain dinyatakan -
\ 7 !
‘._\L_,)\; S L,A/ ‘;&m‘)\ LSy };\_“;a\;ﬁ Claiall,

Terjﬂmahﬁya dan (diharamkan Juga kamu mengawini)
2 wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu
,fmiliki (Allah telah menetapkan hukum ituy) sebagai keteta-
pan Nya atas kamu ;

8. Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar
berita acara sidang perkara ini tanggal 5 aApril 20cCs
ternyata Termohon I maupun Termohon IT membenarkan tahw =
Termohon TT masih mempunyai suami yang sah bernama Bayha-
kKi. Kemodian ditemukan fakta berdasar bukti p.2 ternyata
dalam bukti p.2 tersebut memuat catatan bahwa telah
dilangsungkan akad Nikah pada hari selasa gi_September
2003 antara lelaki bayhaki dengan seorang wanita bernama
Ul fatul Hasanah (Termohon I71) dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa pada saat Termohon IT kawin dengan
Termohon I tanggal 23 Juli 2004, ternyata Termohon I1
telah lebih dahulu melakukan perkawinan dengan Bayhaki

pada tanggal 23 September 2003 dan perkawinannya tersebut
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belum putus sahiﬁgga pada saat perkawinan tersebut Termo-
hon TI masih berstatus sebagai isteri sah dari Rayhaki,
dengan demikian pada ta@ggal 23 Juli 2004 itu juga Termo-
hon TT (W) mempunyai dua orang su-mi seka-
ligus pada saat bersamaan. Atas dasar fakta-fakta saperti
tersabit diatas, maka dalil Pemohan yang manyatalan bahwa
Termohon W melakukan kawin dengan Termohon IT tanagal 23
Juli 2004 masih berstatuys sebagal isteri Bayhaki adalah
telah terbukti menurut hukum vai by dibuktikan danagan
peEngakuan Termohon T dan Termohon II sorta dibuktikan
dengan bulkti P.1, sesuai dengan k tentuar Pasal 165 dan
{4 HTR =

2. Menimbang, bahwi dalam hukum Nasional Indonesia
yang menjadi tolak ukur sah atay tidaknya suatu perkawi-
Nan adalah hukum Aagama yang diénut oleh pihak-pihak yang
melakukan perkawinan sebagimana ditentukan dalams Pasal 2
avat (1) Undang-undang Nomoar 1 Tahun 1974. 0leh Karena
Termohon I dan Termohon TT i@ragawa I=slzm dan perkawi-
hannya dilakukan menurut hukum  Agama Islam maka Pangadi-
lan Agama berpendapat bahwa vkuran sah atu tidaknya
perkawinan Termohon I dengan Termohon IT adalah memakai
ukuran hukum Agama Islam yang dipelulnya .

10. Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertim-
bangkan diatés pada nomor 7, Hukum Agama Islam dengan
tegas melarang Seorang wanita yang masih bvrstatus bar-
Suami melakukan kawin lagi (Poliandri), begitu pula dalam
INPRFS RI No. 1 Tahun ]99} pada Pasal 40 huruf a serta
dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian
dengan aturan hukum tersebut ternyata Termohon TII yang
nyata-nyata terbukti masih mempunyai suami yang sah

bernama Bayhaki melakukan purkawipan lagi dengan lelaki
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lain yang bernama Misbahul Munir pada tanggal 23 Juli
2004, Dengan demikian_Pengadila; Agama berpendapat bahwa
pada saat Termohon IT melakukan perkawinan dengan Termo-
hon I nyata-nyata ada halangan hukum Agama bagi. Termohon
IT untuk melakukan kawin lagi. Oleh karena telah terbukti
Termohon I melakukan perkawinan dengan Termohon II ada
halangan RHokum untuk kawin maka perkawinannya t.tar"sr‘;but.
tidak sah oleh karenanya harus dibatalkan dan akta nikah
Naro 222/32/VT1/2004 tanggal 23 Juli 2004, yang memuat
catatan peristiwa peaerkawinan tersebut harus dinyatakan
Lidak mempunyai Kekoatan Hukum dan akan dinyatakan dalam
amar putusan inl

11. Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara
Parmohonan Pembatalan Perkawinan, maka Pengadil)an Agama
berpendapat bahwa perkara ini termasuy! perkara di bidang
perkawinan karena sesuai dengan Ketentuan Pasal 49 In-
dang-undang Nomor 7 Tahun 1989 30 : .angka 6 Penjelasan
ayat (2) Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh
karananya seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada
Pp.mr_\hrx_:_w karena sesuai dengan Ketentuan pasal /9 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 dan akan dinyatakan dalam amar
putusan ini

12. Menimbang, bahwa Hakim Angagota Majeli= telah
memberikan pertimbangannya dalam rapat  permusyawaratan
h.a.kin- sesuai maksud pasal 19 ayat (3) Undang-undang No. 4
Tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-undang WNomor 7
Tahun 1989 -

13. Meniwbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah
menyatakan tidak ada lagi keterangan dan bukti-bukti yang
hendak diajukan didepan sidang dan mohon segera diputus-

kan maka Pengacivan Agama berpendapat bahwa pemeriksaan

*
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prrkara inl dapat diakhiri dan seyera dibacakan keputuo-

AT A
ld . Mengingalb samua pasal perundangan yang baeclaki

dan nasih-nash syara’ vang barkad tan dengan perkara ini

| l"1:!||-;_jabu] kan paErmohnnan Pamnihon

f. Meane baphkan meambrsta ) kan perkawinan ANCANA Tarmohon

R e Y I L I By Termohon  TI

i) yang dilangsungkan di

’

Kantor Urnsan Agama hecamaban Sumbarjambe Kabupaten

Jeambiesr pada tanggal 23 Juli 2004;

]

Manyatakan bahwa Kutipan Akta HNikah nomor :
PP2/372/NTT /2004 bidak teckekuatan hukum:
: T ?
4. Membabankan  biaya perkara ini kepada  Pemohon  yang

hingga kini dihitung sebesar Rp. 217.000,- (dua ratus

Lujuh belas ribu roapiah)

Demjkian1ah keputusan ini dijatuhkan pada hari
Srlasa, tanggal 03 M=1 2005 Masehi bertepatan dengan
tanggal 74 Rabiul Awwal 1426 Hijriyah, oleh kami
Drs _H.M_ICHSAN YUSUF, SH,MH. =sebagai Hakim Ketua Majelis;
H. AHMAD TAHANG, SH. dan Drs. ARFAN MUHAMMAD,SH,MH. mas-
ing=inasing sebagal  H.kim Anggota Majelis, Fotusan mana
pada hari ilu juga telah diucapkan dalam sidang yang
dinyatakan terbuka untuk omum yang dihadiri nleh PHIL -

LTFN SOPHTA, SH. sehagai Panitera Penagganti, dibadiri

pula oleh Pemohon dan Kuasa Para Termohon ;
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HAKTIM ANGGOTA : & A meTerar HAKIM KETUA
¥ =k TEMPEL
= 1 ’ ; Li\:
== , ey
H. AHMAD TAHANG,SH Drs. H.M. JTCHSAN YUSUF SH,MH.

]

Drs . ARFAN MUHAMMAD , SH M. ANTTFRA PFRHGGANTI :
S -

Rincian biava rairkaras

l . Riaya Admicystrasi Rp. S50._000 -
2. Riaya A.P.P. Rp. 35.000, - ¥
S. Riaya Pango’ian Rp. 160,000,
4. Riaya Kepanineraan Rp. — 286.000. .~
5. Riays Mater i R 1O = ¥
+  ARIE!
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PENGADILAN AGAMA JEMBER

JI. Sumatera No. 122 Telp. (0331) 335765
JEMBER

SURAT KETERANGAN
Nomor: PA.m/7/TL.00/¥°7/2006

Menerangkan dengan sebenamya bahwa seorang mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Negeri Jember:

Nama : EVI KURNIAWATI

NIM : 010710101236

Alamat : JL Kalimantan Gg. Kelinci No. 69 A Jember
Jurusan : Imu Hukum

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember

Nomor : 867/J25.1.1/PP.9/2006 tanggal 6 Maret 2006 yang bersangkutan

sudah melaksanakan Konsultasi/ Penelitian di Pengadilan Agama Jember

dalam permasalahan :

“PEMBAHASAN HUKUM TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN
POLIANDRI (Studi Putusan Perkara Perdata Nomor: 619/Pdt.G/2005/
PA.Jr)”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Jember 5 Juni 2006

) "‘Ki_lg ;,TQIRMANS,SHI
\ 0183 037
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